PUTUSAN
Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA. Thh

i A G A sy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAMA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan  mengadili
perkara cerail gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis
lelah menjatubkan putusan antara

umur 25 tahun, agama islam, pendidikan

SLTA, pekerdaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Balai

RT005 RW. 001 Kelurahan Sungai Beringin

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragir  Milir,
sebagal "Penggugat”
melawan

umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan

Mangga Gang Manggs 1l No. 23 Kelurahan

Kampung Tengah Kecamatan Sukajsdi  Kota

Pekanbaru, sebagal “Tergugat”,

Pengadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mempelajar berkas perkam,

Telah mendengar keterangan Penggugal sorta memerksa bukti surat

dan saks-saks: di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember
2017 yang telah terdaftar di Kepaniterasn Pengadilan Agama Tembilahan
Nomaor  OBSV/PALGRO17T/PATER,  tanggal 04 Desember 2017
maengemukakan hal-hal sebagal bedkut |
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang

melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2014, dan dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka
Jadi, Kota Pekanbaru, Provingi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
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208/04/X/2014. dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Tersebut
tertanggal 24 Oktober 2014

2. Bahwa setelah pornikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tuaTergugat di Kota Pekanbaru hingga sampai dengan
berpisah

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugal selama hidup berumah
tangga telah dikaruniai seorang anak Lakiaki bermnama

umur 9 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan
Penggugat,

4. Babwa sejak bulan Januari tahun 2015, keadaan rumah tanggae
Panggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering
terjadi persiisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat
tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat, dan untuk
memenuhi atau mencukupl kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan
Torgugat, Penggugatiah yang harus bakerja.

5 Bahwa sejak bulan Aprl tahun 2017, Penggugat pergi maeninggalkan
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingganya antara
Penggugat dengan Tergugat lelah berpisah tempat tinggal yang hingga
sampai saat sekarang ini telah berjalan selama kurang lebih § bulan

6 Bahwa rumah tangga Pengguget dengan Tergugat tidak mungkin lagi
dapat bersatu menjadl keluarga yang sakinah mawaddah warahmat,
oleh karensnya Penggugat maengajukan Qugatan  perceraian ke
Pangadilan Agama Tembilahan.

7. Bahwa Panggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini,

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memenksa dan

mengadill perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagal berikut

1. Maenerima dan mengabulkan gugatan ceral Penggugat
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

kepada Penggugat
dengan segala akibat hukumnya.

3. Memernntahkan Panitera Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
maencatatkan pulusan perceraian tersebut dalam daftiar umum. yang
disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atay

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan

yang seadiadiinys (ox aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada har persidangan yang telah ditetapkan,
Pengguga hadic sendin di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan
fidak pula menyuruh orang lain sebagal wakil atau kuasanys, meskipun
menurut relaas panggian Nomor 0B51/PdtG/2017/PA Toh tanggal 14
Desember 2017 dan tanggal 01 Maret 2018 Tergugat telah dipanggll secara
resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamalken
dengan cara menasihatt Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembal
dengan Tergugat sebagal suami isterd, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadic di persidangan,
maks mediasi sebagaimana dismanatkan oleh Persturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat
dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar d
persidangan,

Menimbang, bahwa pemenksaan perkara ini dilanjutkan dengan
membacakan surst gugatan Penggugat yang minya tetap dipertahankan oleh
Penggugat.

Menimbang. bahwa untuk mamparkuat dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopl Kutipan Akta Nikah Nomor |
208/307%/2014. yang aslinys  dikelugrkan  oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, tanggal 24 Oktober 2014, lalu Majelis
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memenksa bukt sural tersebut dan mencocokkan dengan aslinya teryata
cocok serta telah bermeteral cukup oleh Ketua Majelis diben tanda P,
Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juge
mengajukan bukti saksi-saksi sebagal berkut
1 umur 27 tahun, agama islam,
pendidikan  S.1, pekenaan Wiraswasta, bertempat tinggal di J.
HangTuah gang Rokan No 16, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Saill,
Kota Pekanbary, Provinsl Riau, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagal berkut .
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai
sepupu Penggugat
Bahwa Panggugat dengan Tergugal menikah pada tahun 2014 di
KUA Kecamatan Sukajad Kota Pekanbary;
- 'Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di Pekanbaru dan terakhic pndah ke
Peranap hingga berpisah,
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami ister, telah dikarunial 1 orang
nnak;
Bahwa sojak bulan Januart 2015 keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tdak rukun dan tidak harmonis lagl karena sering
tarjad) parselisinan dan pertengkaran:
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugatl dengan Tergugat
disebabkan Tergugat tidak punya pekenaan sehingga tidak mampu
memenuhl kebutuhan rumah tangga dan Penggugat yang harus
betjualan sate dan kue.
Bahwa setahu saksi penyebab lainnya pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena keluarga Tergugat tidak bersikap ramah dan
baik terhadap Penggugat;

Bahwa hingga sekarang il antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun,
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Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. , umur 42 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekeraan Dagang, bertempat tinggal di Jalan M, Said,
Kelurahan  Tembilshan  Kote, Kecamatan  Tembilahan,  Kabupaten
Indragin Hilir, di bawah sumpahnya membenkan keterangan sebagai
benkut

Bahwa saksl kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagal
Hibi Penggugat.

«  Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014 o
KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbarny,

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang fua Tergugat di Pekanbaru dan terakhir pindah ke
Peranap hingga berpisah.

« Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami isted, telah dikaruniai 1 orang
anak;

Bahwa sejak bulan Januarn 2015 keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak rukun dan tdak harmonis lagl karena sering
tedjadi perselisihan dan pertengkaran,

< Bahwa perselisihan dan pedengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan Tergugat tidak punya pekeraan sehingga tidak mampu
mamenuhi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat yang harus
berjualan sate dan kue,

Bahwa setahu saksi penyebab lainnya pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karenas keluargs Tergugat tdak bersikap ramah dan
baik terhadap Penggugat.

- Bahwa hingga sekarang Inl antara Penggugat dengan Tergugat
sudah barpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun,

Bahwa antars Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk
rukun kembali, akan tetapi tidak barhasi;
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Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnys menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana sural gugatannya
serth memohon perkar inl segera diputuskan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraisn putusan ini, Majelis
cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesual pasal 145 R By jo pasal 26 Peraturan
Pamerintah Nomor @ Tahun 1875, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil
secans resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggitan
mana Penggugat secara in person telah hadic dipersidangan, sedangkan
Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh ormng lain sebagai wakil atau
kuasanys tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak
maelawan hukum, Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
pugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesusi kelentuan Pasal
140 ayat (1) R Bg:

Menimbang, bahwa pedama-tama harus dipertimbangkan adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta
Nikah), tormyata adalah akta autentik, terbukli bahwa Penggugat dengan
Tergugat adalah suami-stri yang sah, menikah pada tanggal 24 Oklober
2014, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dan
patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tdak hadir  dalam
persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upays perdamaian
sebagaimana dikehandaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1889 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R Bg dan pasal 131 Kompilasi
Hukum Islam serta Persturan Mahkamah Agung R 1. Nomor 1 Tahun 20186,
namun demikian Majels Hakim sudah berupaya secars maksimal menasihati
Penggugat agar bersabar dan rukun kemball untuk membina rumah
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tangganya dengan Tergugat tetapl tidak bechasil, maka pemerksaan perkara
dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipartahankan oleh Panggugat,

Manimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini
adalah karena antars Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pedengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat member nafkah
secara layask kepada Penggugat, dan untuk memenuhl atau mencukupi
kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugatiah yang
harus bekena;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat ( P ) dan 2 (dun) orang saksi, terhadap bukt-
bukti mana Majelis Makim akan mempertimbangkan bertkut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta. Nikah), adalah
sebagal condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam
perkara ini, sehingga tidak perlu divlang lagi,

Moenimbang, bahwia buktl 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya
adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah
membenkan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dart penglihatan dan atau pendengaran
sendirl, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah
sesual dengan dalilkdalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan
demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan
syarat matenil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat
diterima sebagal bukt yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan
alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini,

Memmbang, bahwa dan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P
dan 2 (dua) orang saksi sebagamana dipadimbangkan diatas. Majels Hakim
telah dapat menemukan fakta-fakta sebagal benkut @

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suamidstri yang sah,
menikah pada tanggal 24 Oktober 2014 dan telah dikarunial 1 orang
anak.
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~  Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadt perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak
punya pekerasn sehingga tidak mampu memenuhl kebutuhan rumah
tangga dan Penggugat yang harus bequalan sate dan kue dan juga
keluarga Tergugat tidak bersikap ramah dan balk terhadap Penggugat.
Bahwa antaca Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya,
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar
rukun kembali sebagai suami-istr, akan tetap! tidak berhasil;

Manimbang, bahwas berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa dalil-dall dan alasan gugatan Penggugat telah terbukt
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah
sangat sulit untuk disatukan serta tidek ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1674

Menimbang, bahwa pecabnya rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dapat diihat dan fakta di mana telsh lerjadi pertengkaran dan
perselisihan antera Penggugat dan Tergugat yang berakhic dengan pisah
tempat tinggal (Scheiding van tafel end bed) selama 1 tahun serta upaya
damal yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemerksasn perkara
Ini, tdak berhasil. Mal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat sangat sultt untuk disatukan serta tidak ada lag:
harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, babhwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan
Torgugat telah sampal pada kondisi pecah, maka dengan Udak
mempertimbangkan lagl dan pihak mana datangnya penyabab perselisinan
dan pertengkaran a quo, pada kondist mana diyakini sudah sangat sulit untuk
dapat mewujudkan tujuan perkawinan yatu untuk membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tabun 1974) dan atau  keluarga
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yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum
Istam).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang
dibenci Allah SWT,, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan
kondisl tersebut diates patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat
(keburukan) dar pada masiahat (kebaikan), diantaranya pendeatasn batin
yang bekepanjangan bag: kedua belah pihak, padahal menolak keburukan
harus didahulukan darpada mengharap kebakan, sebagaimana kaedah
ushul figh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal, 62 yang
berbunyl

cS\....J\ wala o s die aadiadle
Artinya . Menolak kemudharatan (keburukan) lebih divtamakan danpada
moraih kemaslahatan (kebakan) |
Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu  untuk
mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Ghoyastul Marom
yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkars
i yakni.

Adlle | ucalill agle (3lin Ly g 3l Aan g 3l A4 pas 13N )y
Artinya . “Di waklu istert setelah memuncak kebenclannya terhadap suami,
i saal ttulah Hakim dipeckenankan menjatuhkan talaknys suami

dengaen talak satu”

Manimbang. bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbanghan
tersebut di atas, Majels Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk
berceral dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 19 hurut (f) Peraturan Pemernntah Nomor & Tahun
1975 jo. Pasal 116 hurut (f) Kompilasi Hukum islam, oleh karena itu sesual
ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 yang
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2008, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk
dikabulkan dan sesusl ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ¢ Kompilasi
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Hukum Islam talak yang dijstubkan adalah Talak Saty Ba'in Sughra Tergugat
terhadap Penggugat:

Menimbang. bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 agar
putusan int dikinmkan kepada Kantor Urusan Agama tempat pamikahannya
dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis hal tersebut
sudah menjadi kewenangan pengadilan yang diatur oleh undang-undang
sehingga tanpa  pun diminta  oleh  Penggugat, Pengaditan  wafib
mengitimkannya kepada Kantor Urusan Agama tempat permikahannya dan
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis
tidak perlu parintah untuk pengiriman salinan putusan dicantumkan dalam
diktum putusan ini sehinggh oleh karenanya pelitum gugatan Penggugat
point 3 tersebut dinyatakan dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1980 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomor S0 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
dibabankan kepada Penggugat untuk membayamya:

Mempeorhatikan, segals ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang bedaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara
i,

MENGADIL!
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek:
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat
terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar blaya perkara
sejumiah Rp. 566.000 (ima ratus enam puluh anam rbu rupiah),

Demikian putusan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadian Agama Tembilshan pada hari Rabu tanggal 21 Maret
2018 Masehi berepatan dengan tanggal 3 Rajab 1430 M, oleh kami
RIDWAN HARAHAP, SH sebags Hakim Ketua Majelis serta RIKI
DERMAWAN, SH I dan FATHUR RIZQI, SHI1 masing-masing sebagal
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Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-
hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

RIDWAN HARAHAP, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I. FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

.~

ISKANDAR'ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 475.000. -
4. Biaya Redaksi; = Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
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